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SALINAN PENETAPAN

Nomor | FA .
o\t \ TN 2
i
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di |G
I <-bupaten Fakfak, disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di | GczNGGEEEEE
I < -bupaten Fakfak, disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari
Selasa tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor
67/Pdt.G/2019/PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 25 Oktober 2003 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten
Merauke, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: | GczczNzNzG
Tanggal 25 Oktober 2003;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman Tergugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan
Tergugat pindah ke Fakfak (tinggal di kediaman penggugat sampai

sekarang);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak

bernama:
a. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat.
b. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat
C. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa sejak Tahun 2015 bertepatan 15 Juni 2017 ketentraman

rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat disebabkan antara lain;
a. Bahwa Tergugat Meninggalkan Istri dan anak selama 9 bulan

tanpa ada kabar.
b. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga

sering terjadi tanpa alasan yang jelas.
c. Bahwa Tergugat Selalu Mengancam Penggugat dengan

alasan Perceraian yang dipaksa oleh Tergugat.
d. Bahwa Tergugat Pernah memberikan ATM kosong kepada

Penggugat tanpa isi ATM tersebut.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 28 September 2019,

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan

perdamaian oleh Keluarga pihak Penggugat. Akan tetapi tidak

berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibinah dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma
agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat

untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
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Bedasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Fakfak Cg. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
SUBSIDER :
Apabila Hakim berpendapa lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Ff. tanggal
05 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun
dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik
Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan
kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak
sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan
lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan bahwa
benar telah kembali rukun kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor
67/Pdt.G/2019/PA.Ff. dari Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami
Sugianto,S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal
tersebut, dan dibantu oleh Marwah, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto,S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd
Marwah, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  200.000,00
- PNBP 'Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak
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Nasir Maswatu, S.HI.
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